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BUPATI KEPULAUAN ARU
— PROPINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN dop

NK

Ng

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN-KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

mbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan-Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangiinan, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bengunan Kabupaten Kepulayan Aru:E

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republiktngingat
Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun. 2003 tentangPembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4350),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438), pa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

U

4.

5.



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
—

Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
:

6.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), Tn |

|

|

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
“Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), |

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor S9 Tahun 2007 tentang Perubahan
'

Atas Peraturan Menteri-Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan . Pertanggungjawaban Bendahara Serta

Penyampaiannya, TN
|

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1

Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
- Bangunan,

Tn
:

12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014

tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang. Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014:

13. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &

HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian

.
Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan
Aru,

| | “ |

'MEMUTUSKAN :

| Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
| PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

|

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:



Bea Perolehan Hak atas Tanah: dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang

selanjutnya disebut BPHTB,
|

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan,atau Bangunan adalah dokumen

legal penetapan pemindahan hak atas.tanah dan/atau bangunan dari

satu pihak ke pihak lain,

Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bplra, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas
“"Daerai atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

Pejabat Pembuat Akta Tanah /Pejabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

h,4.

Bangunan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah,

5.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak

kepada
Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya,
|

6.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak,

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam tangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan

Aset Daerah,

7.

8

BABI”
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan

. melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan,
|

|

b. prosedur pembayaran BPHTB:
C. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB),



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
Selanjutnya disebut BPHTB

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
egal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari
satu pihak ke pihak lain

“Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
:SSPD

BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
“untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas
“Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
“sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

-SSPD
W41

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta

Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan,Bb:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah: :

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya,

|

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dariWajib Pajak:

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

-(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

E

:(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur pengurusan Akta

Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan,
b. prosedur pembayaran BPHTB:
C. prosedur penelitian Surat Setoran Pajaie

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB):



d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan: Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, :

e. prosedur pelaporan BPHTB:
f. prosedur penagihan: dan

g. prosedur pengurangan.
3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/a:atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

Kk

:| Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak. terutang yang dilakukan

oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
|Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan

kelengkapan
SSPD BPHTB

dan dokumen pendukungnya.
|Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kepala. Kantor Bidang P

Pertanahan dan penerbitan
akta oleh PPAT. Haa

|
Prosedur pelaporan Bea 'berotenan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
|Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan
BPHTB dan Surat Teguran yang

dilakukan oleh SKPKD.
iProsedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan
persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB

yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

|Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan:

|

b. fungsi data dan informasi, dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB sepcrti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

P



3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bertugas untuk mengelola database terkait objek paiak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

- Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

lilWajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
|
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang

|
sesuai peraturan perundangan. :

12) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
|

objek pajak yang haknya dialihkan. :

|

—

Pasal 5

'1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3 Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
|

Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran. yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

—
Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

#1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
| menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. |

12)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib

Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara

Penerimaan pada SKPKDTata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.b3



Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (ly)meliput:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPUTE: dan

b.
kelengkapan

dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan pemeriksaan lapangan.

Tata cara penelitian SSPD. BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran:yangmerupakan
bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatiini.
|

| Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8.

| Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran

|
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

|

SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan

dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak
f : :

»Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam

: lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
- ini. :

|

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 9

) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 10

)Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB

berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara

Penerimaan dan/atau PPAT.Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima

laporan penerimaan BPHTB dari Bank. yang Ditunjuk/ Bendahara

Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta

Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

3 Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakanbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

nJi



2 Bagian Keenam

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

' Prosedur “penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang
belum dibayar oleh Wajib Pajak.

|
Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.(SKPDKBT) BPHTB.

|STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
j dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

3 PenguranganBPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
|

|

BAB IV

FASILITASI

Pasal 13

I) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan

peraturan Bupati ini.
Pasal 14

angka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan

Kepala Daerah tersendiri.

F3



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal15 .

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. .

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenKepulauan Aru. |

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal ILJT Toy

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU|(PARAF KOORDINASI :

|SEKDA 2
KA. DINAS 4 2 — AMI —

.conike bkbsrus A: GAINAU

Diundangkan di Dobo

sadatanggal I1 unt Toly
:

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KBPULAUAN ARU,

I

EKRENS UNIPLAITA

3ERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 11 TAHUN 144
TENTANG

—
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

- BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai
pihak yang menyiapkan form SSPD

BPHTB dan draft Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedurini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek
dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang.memiliki kewajiban
:membayar BPHTB atas

hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya.

Dalam presedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan

dokumen pendukung
terkait

pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan.
|

2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah/SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyai
' otoritas dalam pengelolaan

keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan

PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD

BPHTB).
|

! yi

n
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3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung
BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD. BPHTB. Pihak yang dapat
menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT
bertugas dan berwenang untuk:

|

- memeriksa kebenaran data terkait
objek pajak

ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan: :

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan: dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
|

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah
wewenangnya.Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan

menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek

pajak.
|

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah

terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah

pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan
telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini juga dapat . disertai dengan dokumen

pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib

Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT

dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan
akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan dariWajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen

pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah

lengkap, PPAT kemudian. mengajukan permohonan pemeriksaan data

objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

E
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' Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.
Langkah 4 0

|

:

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukanpengecekan objek
pajak dengan melakukan dbservasi lapangan.

Langkah 5
:

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan yangbelum ditandatangani oleh PPAT.
PPAT kemudian

menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima “formulir
Surat Setoran Pajak .

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas

Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah.

Langkah 7
|

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT
kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke
dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah

mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB merupakan:surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

- sekaligus untuk melaporkan data perolehanhak atas tanah dan/atau
bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar,
dengan perincian sebagai berikut:



» Lembar 1: :

UntukWajib Pajak.
» Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang. Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.

» Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD BPHTB.

» Lembar 5: :

Untuk Bank yang Diturjuk/
Bendahara Penerimaan

sebagai arsip.» Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
:

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
kepadaWajib Pajak.

Langkah 9 -

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diisi dari PPAT,

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | Lembar 2

Untuk PPAT
i

( SSPD-BPHTB ) pena
BERFUNGSI SEEAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DANBANGUNAN (SPOP PBB)
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PETUNJUK PENGISIAN SSPD EPITB

rmulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib
jak (WP) sebagai bukti pembayaran: Lembar kedua diterima PPAT,

tembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota:
mbar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP):
mbar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk, dan Lembar keenam diterima
ndahara Penerimaan.

filah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
unakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis
grolchan hak aras tanah dan/atau bangunan.
rmulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu
mbetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.



3UFA Diisi dengan dataWP
— Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

5UFB Diisi dengan data dan jenis
perolehan

hak atas tanah dan atau
|

bangunan 1
Arigka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum

m SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau

.zunan yang haknya diperoleh.
|

: Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk. penghitungan
|» PBB atas tanah dan/ataubangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar
disebutkan

Tahun SPPT PBB
erjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB
Ika 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat

|

: Keterangan NJOP PBB. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
yanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan
inan atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga
-saksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 biisi dengan kode jenis
perolehan

hak atas tanah dan

sunan
sebagai b

berikut:
|

PA PENGISIAN

1
&

“Jenis Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode
JehanHak 0. an
ndahan | 01 -Pemasukan dalam| 06 |-Pemekaran Usaha 12
k perseroan /badan| -Hadiah 13
3 Beli 02 hukum lainnya -Perolehan hak 14—
-ar 03 | -Pemisahan hak| 07

|

Rumah Sederhana
mukar yang Sehat dan RSS
sah 04 mengakibatkan .

| melalui KPR
1 Wasiat 05 peralihar bersubsidi 4)

vis Penunjukan |
08 |-Pemberian hak baru 15

pemberi : dalam .|-Pemberian hak baru 16
lelang “ sebagai kelanjutan
-Pelaksanaan 09 pelepasan hak
putusan . hakim —. I-Pemberjian hak baru 17
yang mempunyai| . diluar pelepaasn hak |

, kekuatan!. . hukum
tetap
-Penggabungan 10
usaha.
-Pelebaran.usaha 11

"| Dalam hal Perdlehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH)
saimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana

ah
|



No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman
an dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah
an

: —

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.

KPTS/M/2004 dan rumah.. Susun
Sederhana yang dilakukan

melalui
it Pemilikan :

Rumah bersubsidi (KPR 'bersubsidi) yang pembangunannya mengacu
peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang

yaratan
|

—
|

Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16 Diisi

dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan
bersangkutan.

|

UFC Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah
diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan
lembar tambahah untuk menunjukkan detail perhitungan.
UFD Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan
unan (BPHTB) oleh WP.

|

|

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan
SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d
fC tidak perlu diisi

|

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga
aksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun,
hal

|

|

Tg

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka
NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal
WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka
NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi

sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai

penjumlahan dengan akumulasi ini.
|

Angka 2 Diisi sesuai: dengan besarnya NPOPTKP untuk

tupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah
1

(informasi 'mengenai: besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui

""KAD setempat)
—

Angka 3 Cukup Jelas
Angka4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3)

an tarif pajak sebesar 5Y6 (sesuai Pasal .... Perda No. ... Tahun )

UFE Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan

seorang WP melakukan setoran pajak

h:E

d

IR

a

ar

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C



Pi

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak :imenggunakan perhitungan di
huruf €C, tetap? menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang. Bayar (SKBKB), atau Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) .

Hurufc. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan

pengurangan dari.jumlah.yang seharusnya ada di huruf Cc.

1
“3

Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b,
dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK
Keberatan/Putusan Banding/Putusan lainyang menyebabkan
jumlah pajak yang harus

dibayar
berbeda dengan yang tertera

di HURUF Cc.

han pada HURUF E.
| Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.

WAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D 4 dan

| Jika E-b dipilih, maka
junilah

setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di
E-b |

9 Jika E-c dipilih, : maka jintansetoran menggunakan D-4 dikalikan

|
dengan prosentase yang dinyatakan di E-c:

4 Jika E-d. dipilih, maka
juratah

setoransejumlah nilai yang dinyatakan di
| E-d

4

No
diah Setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada

In yang diarsir).
0

ha
Dalam hal BPHTB yang seharusnya. terutang nihil (nol), maka WI
tetap mengisi SSPD BPUTB dengan memberikan keterangan “NIHIL'

pada bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPEITB nihil cukus
diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yany
telah disediakan

(WP
tidak perlu ke

Bank Yang Ditunjuk / Bendahar:
Penerimaan).

n
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OSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAHN/ATAU BANGUNAN |

GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan: Wajib Pajak
atas BPHTB terutang melalui Bank "yang Ditunjuk/ Bendahara

Penerimaan.
|

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah
melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara
Penerimaan.

PIHAK TERKAIT

1, Wajib Pajak selaku Penerima Hak
|

|

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB
terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari
Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan:berwenang untuk:
- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak:

memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB,

mengembalikan
SSPD BPHTB yang

pengisiannya

tidak lengkap/
kurang,

|

menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya,
dam we

mengarsip SPD BPI lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

LANGKAH:LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat

a Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
SN infilr melalarilran namkKawaran ata nanwetnron naialb Yang teritana la

1

4

2.

3.

D.



Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

sekaligus ntuk melaporkan data perol: ak atas tanah dan

bangunan Surat Setoran BPUTB terdiri atas lembar dengan6

perincian sebagai berikut

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak.
Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
Lembar 3: |

Untuk Kantor Bidang Pertanahan .sebagai lampiran permohonan

pendaftaran.
| |

Lembar 4:

SSPD BPHTB.

Lembar 5:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan Sebagai arsip.
Lembar 6: a |

“Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan

kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
|

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT

II menandatangani SSPD BPHTB tersebut.
|

|

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPp BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak

kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan.
|

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang

2 Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan

$ pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang

2

:

dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak,

3

| Langkah 4 —

1 Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD

|BP1T3, Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan

1 ke Wajib Pajak.
|



Langkah6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank

yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian

.melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD
BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.

|
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H5 A. GAINAU

aa

7

GODLIEF A
jaya

3

Es



TB amar -ar 5

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5

( SSPD-BPHTB ) Untuk Bank Ysrg Diuryul
Berdahars Penerimaan

Log Pa mafrtih Dasa
BERFUNGSI SEBAGAI URAT PEMBERITAHUANORIOo ame

2. PAJAK BUMI DA BANGUNAN (SPOP P33)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEYANGAN & ASETDAERAK
PERHATIAN: Bacalah patunjux pengisian pade halaman belakang leh: ni terlebih dahulu

ILJUJ
4, Kelrahan/D esa 5 RTRW $ Kam utan

7. Kabupaten/Kota
|

8 Kar Pos

B. . amor Objek Pajak MOP) PBB: BN NN "II LJ
2. Letak tanah an a'ay bangunan:

EK PAJAK

A4. Name Wajib Pajak.

2. NPWP:

3. Akmal Wajb Pa'ak:

3. Kekrahan/D esa £ RURW

5, Kecamatan: . 8 KabunatenfKata

Penghtungan NJOE PRB,

Lvss NJOP REAUre:en (
Or

e:Iuastana Na:alaw9 eng an yang ( Olisi dergasarkan SPPP
PEG thun k padiya Luas NJOP PRB IM

, fakeru dperoraj penbran hak Tahuna. ,

Tanah ( bumi | Ir
|

Mn 2 S Rp WR
na anna an ana Pan en are Tgn

Bangunan ls:| m3 |'0 Rp gi R9Hmm Dn mana
mma

na Kanan mann nam Pan mann anna Tiara
|NJOP 38 13 Ro mann

PP anna TO pa

15 Jenis perslakt Kake as tapak das eta bang PT AA Bana ea - |
3

|

16, Nomar Sertifke!

C. AKUMULASI NILAI PFR OLEHAN HAK SEBELUMNYA
|

Ra

D. PENGHITUNGAN OP:IT3 (Hanyadis beri akan pengiltnganWab Pak)
1. Nibi Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai nada B 13, B 14 dan C .

|

11X Rp

2. Nilai Parnlshan Ok'ek Sejak Tidak Kena Pejakf NPOPTKP) mamg erhabkan nilaf pada O I2 MH Rp
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Ik. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian: Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data

terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah “Wajib Pajak melakukan

pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan.

Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi

Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah.

Jika semua kelengkapan dan kesesuaian. data objek pajak terpenuhi

maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB.
|

. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak KN

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada

Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang

telah dibayarkan.
2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek

pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan

Informasi,
| |

- Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait

objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB, dan

-
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB yang telah

diverifikasi. Kan

. Fungsi Pengolahan Data: & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:
- mengelola database 'Objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenangnya, dan

OSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB
SPD BPHTB)

E

n

3



- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi
Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung
yang dibutuhkan untuk

penelitian
SSPD BPHTB! Dokumen pendukung

terdiri atas: |

|

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor mransatss Penerimaan Daerah
(NTPDJ/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD):

- Fotokopi 'identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor!:

- Surat Kuasadari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan):
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,

dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas KuasaWajib Pajak (dalam hal

dikuasakan),- Fotokopi Kartu NPWP:
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB.
Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian
SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar

KL
dan : dokumen pendukung

kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan meneriiha Formulir Permohonan Penelitian SSPD

BPRTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib

Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan .data

terkait objek pajak berdasarkan Formulir Perrmohonan Penelitian SSPD

BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan

menyampaikan Form
Pengajuan

Data
kepada

Fungsi Pengolahan Data

& Informasi.

“Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data

dari Fungsi Pelayanan: "

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan

dari sistem database obiek:pajak. Fungsi Pengolahan
Data & Informasi

kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan



Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali
data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4
|

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data

objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi
Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam
SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan
data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam

kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan
untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara

penelitian lapangan akan:diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB
dan kelengkapan dokumen pendukung. terpenuhi, maka Fungsi
Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4).

Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai
dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB

(lembar 1, 2, dan 3) kepadaWajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi
Pelayanan.

n

a

1
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"PENELITIAN SSPD BPHTPON BAN15 H

FO MULIR PERMOHONAN PENELITIAN 5

ampran 1 (satuh set

Hal . Penyamparan 5520 BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendanatan Keuanan Du erah

Pemerintah Kabupaten/Kota segneszm

Yang bertanan tangan di bawah ini
-

Narha Wajib Patek nm aan ma mammn 5 - -
6D - LN $

"

1
n Ng:vow CI Io TO III LL

Alamat

Bersa ma ins menyampaikan SSPD-3PHT3 untuk diteltl atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan

sebapai berikur
.

“cp II 0D DD KO LL U
Aamat

Desa/Kelurahan

Kapaten Kota

Tedampir dekumen sebagai berikut

(1! 55P9-9PITA yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPO) / SSPD-Bi 5173 disertai Bukti
Penerimaan Daerah !BPC)")

12! Fotokep: SP3T amuSITS/ Struk ATM bukt pembayaran P33/ Bukti Pembayaran PB3

lainnya Tahun... ")
13) Fetokoni dentitas Wafib Pajak berupa... aamaaas 00000 am aan

!&) Swrat Kuasa dari Wajib Pajak “")
(5) Fotokopi denutas Kuasa Wajb Pajak “")
(5) Fotokopi Kartu NPWP

Demikian G.sampaikan untuk dapa! dilakukan penelitian SSPD-8PHT3,

Keterangan
——

. 20

" cerat yang tidak perlu Wa): pajak/ Kuasa Wajib Pajak “)
" dalem hal dikuasakan

Es basa PEMEUNAN 3 8

Setelah meli kukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTBdan dokumen pendukung dariWajib Pajak, dengan ini kamni menyatakan
bahwa:

- Dala objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuaf
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas.tanah/dan bangunan telah Iengkap

. 2
Fungsi Pelayanan

PC L PHTB

cL

N



all

: Dengan hormat,
5 Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BP HTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan

serta data objek pajak atas

“omor ObjekPajak(Nop) PT) CI CT II TO oTu U
as perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terirna kasih.

. 20

Fungsi pelayanari

FORM:PENGAJUAN

Bs
sermint an data terkait perolehan hak burni dan/atau bangunan atas

Nama Wajib Pajak
NPWP

| | | | 1 | | | | | | | | | |

NG



1 RT/RW:
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PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG .

PERTANAHAN »

.
BN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas

perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini

dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala

Kantor Bidang Pertanahan.
|

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT

menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di

Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

|. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang. menyediakan dokumen-dokumen

pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-

dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
|

Merupakan pihak yang merigajukan pendaftaran akta

pemindahan hak. atas tanah Ike Kepala Kantor Bidang

Pertanahan. PPAT berwenang dan. bertugas untuk:
- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah, dan



- menyiapkan dan menandatangani Akta" Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di

Kepala Kantor Bidang Pertanahian.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan: |

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah
di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor

Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:
.- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran

hak atas tanah: dan
|

|

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib
Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh
Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak
penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu

menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4

(2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh

pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT. kemudian menyiapkan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah: dan/atau Bangunan. PPAT

mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.
|



Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas
' tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4

(2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

na

Langkah 4

“Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan

pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor

Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen

dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang

Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak

atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang

Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal

4 (2) kepada PPAT.
:

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian

menandatangani Akta Pemindahan: Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.



Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
'

Bangunan yang telah ditandatangani kepadaWajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

.. PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

A. GAINAU
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Pkn SURATSETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lombar 3

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | Lemtar 3

( SSPD-BPHT3 ) ,
ntuk Kepala Karior

Bidang Peranan
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#ROSEDUR PELAPORAN BPHTB

B.

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan

oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga

meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

|

- menerima pembayaran BPHTB dariWajib Pajak:
- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara

Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah, dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.
2, Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, | menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas
untuk:
- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melafui

mekanisme penyetoran tunai, . |

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah,

8EP



- menerima Register
SSPD BPHTB: dari Bank yang ditunjuk atas

pembayaran BPHTB . dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah,

. menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak yang melalui mekanisme
tunai ke Bendahara

Penerimaan, |

-. mencatat penerimaan BPHTB 'dalam Buku Penerimaan &

Penyetoran, :

| 0 ,
- menyiapkan Register STS, dan
. mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/

Wajib Pajak.
|

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah. (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta

Pemindahan Hak atasTanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur

ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan

penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4, Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan

Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari

Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah.
Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan

bertugas untuk: .

|

|

. menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan,

. menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan:

. menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan,

- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara

Penerimaan,

|

|

. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dari PPAT, din
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

|

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip

SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib. Pajak yang melalui

mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.



Langkah 2 :

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang

Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD

BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak. Bank yang ditunjukmengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke

Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB

melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang

Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan

BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan

jugamencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD

BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi

Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6 |

|

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1 |

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan

mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai

melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2 |

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara

penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan

& Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB

ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip

SSPD BPHTB lembar 5.
. |



(ADN

C.3.

C.4.

Langkah 3
|

|

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register

SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku

Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi

Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4 :

| I |

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD BPHTB. lembar 6, Buku Penerimaan &

Penyetoran, beserta Register STS.
|

Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT.

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan
|

menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib

Pajak.
|

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
|

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. ke Fungsi “Pembukuan &

Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1 |

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan

& Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB,

SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register

STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

|

E



Langkah2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan &

Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

abGODLIEF AMBROSI
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Diluar Tabel

1
Nama PPAT

' Daerah Kerja

. Kabupaten/Kota

Bulan

Tahun

Didalam Tabel

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

ANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA GLEH PPAT

Nama' PPAT yang “bersangkutan, atau PPAT
Pengganti. Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta,
SH.

Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh:
Kabupaten Pulau Tidung.
Kantor wilayah. pemerintah daerah. Contoh:
Kabupaten Pulau Tidung.

Bulan bersangkutan

“Tahun bersangkutan

Nomor urut
pengisian

tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT
yang bersangkutan.

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan
angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober
2011 ditulis: 4- 10—2011.

Bentuk perbuatan hitkum. Contoh: jual beli, tukar
menukar, hibah, dsb.

|

Nama, alamat, “dan “NPWP pihak yang
mengalihkan/memberikan. Contoh: John beralamat
di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis John (baris 1), Jl.
Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya),
49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima
(cara penulisan seperti kolom 5).

Lampiran V— Pelaporan BPHTB” 50 -
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Jenis dan nomor hak. -

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan

jenis, nomor hak:dan kelurahan/desa sesuai
yang tercantum di sertifikat.

| HakMilik -M
- Hak Guna Usaha -U
- Hak Pakai -P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak
.di Kelurahan KemayoranUtara

Ditulis:
|

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila
dialihkan seluruhnya)

. M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila
—

dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi
nomer kohi dari petuk pajak yang
bersangkutan berikut persilnya atau nomor

dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh: Verosponding Indonesia Kohir nomor
47/465 masa pajak tahun 1960 — 1964

Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 -— 1964

Kolom 7

8
h

3 Contoh: Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30

2 Ditulis : C. No. 395 Blok ILD ps.30

| Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan

: |

dapat menyebut — kelurahan/desa yang

1 bersangkutan.
Na

@ Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau f bangunan yang
dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m? dengan

: Tg bangunan lantai dasar seluas 50 m? dan
lantai satu seluas 25 m2.

2
Lampiran V— Pelaporan BPHTB 51



Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

“Ditulis : Kolom
9 - 200, kolom 10 - 75.

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

. Contoh : .
Harga jual beli yang terjadi adalah

Rp. 100.000.000

Ditulis :100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan
perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan
atau pemberian kuasa: .

membebankan
hak

tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 -
0124.0/11-01 |

Ditulis - 021.002.040 -— 0124.0/2011 (dapat
disambung ke bawah sehubungan dengan
terbatasnya lebar kolom)

|

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP
sebelum dikurangi '- NJOPTKP pada tahun

perolehan/ pengalihan.

:
|

Contoh 1: pengalihan/perolehan seluruh
Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar

pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas

sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang
ada diatasnya Tanah seluas 100m? dan bangunan
25 m2? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m?

dan keseluruhan bangunan seluas 25 m..

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.
200.000.000 (untuk 100 m?) dan bangunan adalah

Rp. 50.000.000 (untuk25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m?:
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Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkanBerita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan

BPHTB (untuk yang ditolak)

atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10
|

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan: Surat Penolakan Pengajuan
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak).

atau Surat Keputusan

Pengurangan BPHTB (bagi yang
disetujui)

kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan

pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

'PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

1.
GODLIEF AMBROBIY A. GAINAU



: Surat Keputusan Penolakan/ Pengurangan PH BH
|

PAN
aa - 5 Ea .

1 : :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR :

“TENTANG

M
e

AA

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG .

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

#tembaca - Surat Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan atas:
Nama - . : .

|

Nomor :
—

Tanggal
|

#$tenimbang : aa. Hasil Pemeriksaan atas Permohonan Pengurangan Bea
7

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Ff sebagaimana . dituangkan dalam Berita Acara

| Pemeriksaan:

: Nomor |

Tanggal :

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat “) Cukup Alasan untuk (

mengurangkan besarnya pengurangan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang, :

& Mengingat : 1, Peraturan Kepala Daerah Nomor....Tahun ....Tentang :
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah '
dan Bangunan..

|

|

|

MEMUTUSKAN:
1

Menetapkan . KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

|

KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN .
: BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG f

TERUTANG.

Mengusulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak

permohonan pengurangan Bea Perolehan Ha katas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepadaWajib Pajak:
NamaWajib Pajak” | |

8

PERTAMA



AlamatWaib Pajak

Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB Ga

Atas Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan dengan:

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan

Hakim/ Dokumen Lain”):
- Nomor

. - Tanggal
NOP

Letak Objek

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten/Kota

Sesuai Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum

—

PERTAMA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar

adalah sebagai berikut:

a. BPHTB Terutang Rp
b. Besarnya Jumlah Pengurangan ( )Rp

EDUA

Cc. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp

(Sebesar" 0 0 )

|
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini maka akan diadakan pembetulan

1
sebagaimanamestinya.

:

KEEMPAT 1 a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak,
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Data Dinas

“3 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
Tanggal

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
. Kabupaten Kepulauan Aru

NIP

" Coret yang tidak perlu
1) Diisi sesuai keperluan

n
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Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

Rp. 100.000.009
- NJOP bangunan seluas 25 m?

Rp. 50.000.000 ':
- TotalNJOP : : Rp. 150.000.000

Ditulis :
: 150.000.000

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti
kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan

atau bangunan (data: diperoleh dari pihak yang

mengalihkan).

:

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti
kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.

Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan
- yang diperoleh / dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah
dan atau bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
| - Sebagian tanah dan seluruh

:
|

—

bangunan
b. Dicantumkan |

pemenuhan kewajiban
penyampaian akta dan dokumen ke Kepala
Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar
isian (pendaftaran) dan atau tanggal
penyampaian. —

Contoh: - d.i301/4097/11 atau
|

| - tanggal 10-7 - 2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah

wasiat dengan penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis : ayah - anak

“Lampiran V- Pelaporan BPHTB” 53
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PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

IA. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat “Tagihan Pajak Daerah BPHTB

merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan

tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang

menurut SSPD BPHTB, tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung,

. dan kena bunga/denda.
Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang

dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih

kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau

atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses. yang

dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang

belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang

memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang

Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki:kewajiban membayar BPHTB

terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB,
Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat

Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib

Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo

belum melunasi BPHTB terutang.
2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB

|

- menerbitkan STPD BPHTB
|

- menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

B.B



. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib

Pajak.
|

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena

bunga/denda.
|

Langkah 3
|

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,
salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan

menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah

tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian

mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD
BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.
h.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.
|

Langkah 7
|

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD
BPHTB yang telah dikirimkan kepadaWajib Pajak.

Langkah 8 Tag

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan:membayarkan BPHTB terutang
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



C.2. Penetapan Surat Keputusan bajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan :
BPHTB

Langkah 1 |

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB: yang telah dibayarkan oleh

Wajib Pajak.
|

5

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPDBPHTB yang telah berjangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi

Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam

SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar,

Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang

kurang dibayar.

Langkah 3
|

|

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah

berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan

memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang

Bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan

kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang

dibayar.

Langkah 4
|

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan

SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan

(rangkap 2).

Langkah 5 2

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).
|

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan

SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7 0
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas

setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

n



Langkah 8 :
|

:

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar

Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah

dikirimkan kepadaWajib Pajak.
|

Langkah 9
|

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang: Bayar/ SKPD Kurang Bayar

Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur

pembayaran BPHTB.

'C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 | Tn
|

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/

SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
. Daftar STPD BPHTB” pa

- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan :

Dengan menggunakan daftar-daftar . tersebut, Fungsi Penagihan

memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2
|

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan

menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak

agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif,

meliputi:
|

|

:

—

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 ftujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan
atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang

disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan

persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang.
Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan
atau pembayaran pajak secara.mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak

disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran

(rangkap 2).



Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip
Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.

Langkah7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap

Surat Teguran yang dikirimkan
kepada

Wajib
Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah

daerah juga dihimbau untuk:.menetapkan peraturan kepala
. daerah mengenai prosedur penerbitan:

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo:

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo,

Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan

surat ketetapan BPHTB olehWajib Pajak,

Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat

ketetapan BPHTB olehWajib Pajak,
Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak:

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

3

A. GAINAU

B

GODLIEF AMBROS



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

(DINAS
PENDAPATAN DAERA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH "

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

| Romor: Tahun

|

Tanggal Penerbitan:

Ng Rp
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:

|

Letak Objek Patak
-. INama & AlamatWafib Pajak

:

Kabupaten/Kota:
'

kecamatan:

Desa/Kelurahan:

Alamat:

NO:
——

|

NPWP:
(N

k

Perincian Pajak yang Terutang

(|

(T.Pj yang terutang menurut SSPD BPHTEY SKPDE Kurang Bayat7 SKPDB Kurang Bayar Tambahan") Tahun Rp

2. Telah dibayar tanggal

| Rp.
| 3, Pengurangan 00 Rp. |

4, lumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 # angka 3)
0. Ken Rp

|
15. Pajak yang kurangdibayar (angka £-angta 4) : | Na IRp

"| f6, Denda administrasi Pos AhulanyRp. fangka5) 2ng Rp

7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1
|

Hi Rp

!|
|g, Pajakyang masih harus dibayar52647)... Bo Rp

Tanggal fatuh Tempo: Tempat Pembayaran:

PERHATIAN A00B0y amummemsanomam2010

: 1, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (STP | Kepala Dinas Pendapatan

: BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu-1) bulan sejak tanggal
|

J| diterima.

4|

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh termpo utang pajak belum

dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan

penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang,

D BPHTB

4
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,

|

Nama
NOP

Alamat : .
SURAT TEGURAN

Nomor :
pa

Menurut tata usaha kemi, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebaga! berikut:

BA aed nge Damn
Jenis Pajak Tahun Pajak

BA
iB

KU 'HAYAR
Jatuh Tempo Tunggakan

| AYAR/ SKPDB
RANG:B Pembayaran Pajak (Rp)

TAMBAHAN (") |

-(") Coret yang tidak
perlu Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dya puluhssatu

|

Dalam hal Saudara telah metunasi tunggakan pajak tersebut diatas, diraohon agar Saudara segera

melaporkan kepada kami.

TEGURAN INI.

SESUDAH BATASWAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
|

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

PERHATIAN ,
. Kepala Dinas Pendapatan

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA
f

Kabupaten Kepuluan Aru
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT

f

NIP

“

Surat Tegiiran

0&
4TB/

Lampiran VI - Penagihan
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PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB:

merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam

menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena

BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB: tidak/kurang dibayar,

salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan

proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB

yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak

dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.
Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang

dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak

yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh
tempo. |

| .

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak
yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.
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B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB

terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB,

Surat Keputusan Pajak Daerah: Kurang Bayar Tambahan

BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika

pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
NN |

Merupakan pihak yang berwenang |
dan bertugasuntuk:

- memeriksa SSPD BPHTB

:
- menerbitkan STPD BPHTB

|
- menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB
. menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka

Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan
oleh Wajib Pajak.

|

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan

kena bunga/ denda.
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Izngken 8 |

Nas SSPD BPHTB terutang yang tidek|kurang dibayar, salah

tulis, salah salah hitung, dan kena 'bunga/ denda
maka Fungsi

Penagihan menerbitkan Daftar SSPD: BPHTB yang tidak/kurang

dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Fungsi

Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4
|

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD. BPHTB berdasarkan Daftar

SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
—

hitung, dan kena bunga/denda. STPD.BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6 |

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap

STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepadaWajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB

terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. :

“G2, Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang

Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB
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Langkah 1 Tan

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka

Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah

dibayarkan oleh Wajib Pajak.
|

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap 'SSPD BPHTB yang telah

berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib

Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang

tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang

ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
|

Fungsi Penagihan jugamemeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang

telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi

Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam

SKPD Kurang Bayar tersebut.
|

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi

Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar

yang masih kurang dibayar.

Langkah 4 :

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan

SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).
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Langkah 6
|

|

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)

dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.
TN

|

|

Langkah 7
|

|

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar . SKPDB Kurang Bayar
atas setiap SKPDB Kurang

Bayar
yang telah dikirimkan kepada

Wajib Pajak.
|

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah

—

dikirimkan kepadaWajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD kurang
:

Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan

#

r

E

prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 :

Berdasarkan prosedur penetapan sTPD BPETB/ SKPD Kurang

Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan

menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
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Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan

memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh

tempo.

Langkah 2 |

|

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan

menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada

Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Pendekatan persuasif, meliputi: ———

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh

Wajib Pajak yang disetujui, maka . Fungsi Penagihan terus

melakukan pendekatan persuasif 'kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4 .
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh

Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).-

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
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Langkah 6 -
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepadaWajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap

-pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan

peraturan kepala daerah mengenai prosedur

penerbitan: |

|

:

|

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo,
- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo,
- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan

surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak,
- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak, |

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat
: ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak,

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

And —

N A. GAINAU
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5 SPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN KAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .

Nomor:

| .
00 Tahun:

Tanggal Penerbitan:

fammoteonteniewemsn Lemamag

Letak Objek Pajak Nama & Alamat Wajib Pajak

|

Kabupaten/Kota:

Kecamatan.

Desa keturaharr,

Mamat.

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:

| von | Yup — |

Perincian Pajak yang Terutang

Ih

Pajak yang TerulangmenurutSSFD BPHTB) SKPDB KurangBayar) SKPDB Kurang Bayar Tambahan” Tahun

P |

(2. Telah dibayar tanggal Hn Rp.
|

|

|

|

3. Pengurangan | Rp Na | |

4, Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2#angka3) | Rp |

5, Pajak yang kurangdibayarfangka 1 -angka 4) Ne | IRp

6. Denda administrasi HA bulan xRp. Ka tengkaSl Rp

1. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1 0 Rp

Ig. Pajak yang masih harus dibayar (5647| 0 Ken

: .IRp

8

Rp

Tanggal Jatuh Tempo: | Tempat Pembayaran:

PERHATIAN |

|

—

Dobo, 2010

1, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (STP
..

Kepala Dinas Pendapatan f

BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal)

|

!
si

diterima.

|

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utangpajak belum

dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan

penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
|

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama :

NOP :

Alamat :
.

f
f

SURAT TEGURAN :

Nomor :
“'

|

Menurut tata usaha kami, hingga saat Ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

NOP, NO & TANGGAL STPD

BPHTB/ SKPDB KURANG Tanggal
jumlah

is

Paji
Jatuh Ti Tur ks

Jenis Pajak Tahun Pajak BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR
atuh Tempo ungga

an

|
Pembayaran Pajak (Rp)

TAMBAHAN (7)

"mr

(") Coret yang tidak perlu 0.
.

| Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar

melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan. pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

melaporkan kepada kami.
:

PERHATIAN Ka ,

. : Kepala Dinas Pendapatan

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA 00. Pemerintah Kabupaten Kepullauan Aru ,

PULUH SATU) HARI! SETELAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INI, .

SESUDAH BATASWAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
| |

i .

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN :

PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP

it
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PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas

pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi

Pelayanan kemudian.menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
berdasarkan dokumen pendukung. pengajuan

dan data terkait objek

pajak.
:

Pemberian pengurangan sendiri ateikan berdasar Peraturan

Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan
untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi

Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan

mengelola database objek pajak'di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas
BPHTB terutang menurut surat ketetapani BPHTB yang telah

diterbitkan sebelumnya.
| 5 |

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB .

|

|

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB |

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB

atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

|

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

|



. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Lan kah 11g

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang

dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan

Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2
an

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.

Fungsi Pelayanan kemudian memberikan
Tanda Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTB kepadaWajib Pajak.

Langkah 3 g

Fungsi Pelayanari mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.

Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan. kemudian

mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan
Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Tg

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi
Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data
terkait

objek pajak dari Database
« Objek

Pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data
dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data

(yang
telah

terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu,
pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang
diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala
Daerah.


